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ABSTRAK 
Kini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah 
saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam 
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Melalui peningkatan 
pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat akan 
semakin luas. Dimana sebagai principal, masyarakat berhak mengetahui informasi 
terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap 
pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 113 tahun 
2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu 
mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Gagaksipat kemudian 
membandingkannya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Gagaksipat telah 
accountable, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti 
perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada bupati, 
dan laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat. 
Kata kunci: Akuntabilitas, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014, Pengelolaan Keuangan Desa 
Abstract 
Now accountability development is not only done by the central government and 
local government only, but the village government also contributes to thr 
realization of government responsible (accountable). Through the improvement of 
accountability, the disclosure of information to the public will be more extensive 
in which as the principal, the society is entitledto know the information related to 
the performance of public sector agencies for the evaluation and control on the 
management of resources that have been mandated. This Research aim to 
investigate the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs 
No. 113 of 2014 in realizing the accountability of village financial management 
within the planning side, implementation, administration, reporting, and 
accountability. This research uses descriptive qualitative comparative method 
which is to describe the rural financial management at Gagaksipat village and 
then compare to the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014, 
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so the conclusion can be drawn. The result showed that based on the Regulation 
of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 outlines the rural financial 
management at Gagaksipat village had been accountable, but technically there 
were still many obstacles. For example, the village planning is not timely, delay in 
reporting to the regents, and the acoountability report had not been published to 
the public. 
Keywords: Accountability, the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 
of 2014, the Rural Financial Management 
 
1. PENDAHULUAN 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat 
maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang 
sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau yang sering disebut 
dengan undang-undang desa, pembangunan Negara difokuskan pada 
pembangunan kesejahteraan desa. Selain tuntutan akuntabilitas, kepala desa 
juga harus mampu mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan 
keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki 
kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Sehingga berdasarkan 
wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit 
sebagai miniatur suatu Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan 
tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal 
keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari pendapatan 
asli desa maupun dari bantuan pemerintah. 
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
pasal 212 menyebutkan ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan 
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang 
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayat (2) menyatakan 
bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian 
pengertian pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut dalam 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa.  
Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif 
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai 
berikut: 
a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan desa.  
b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  
c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan 
keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.  
d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara 
konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip 
akuntansi keuangan di desa. 
Dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam 
menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. 
APBDes pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran 
desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama 
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Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan ke dalam peraturan desa. 
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes terdiri atas: 
a. Pendapatan Desa, 
b. Belanja Desa, dan 
c. Pembiayaan Desa 
Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif di kalangan masyarakat, 
maka dari itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar tidak 
terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat 
mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun. Seiring 
dengan menguatnya akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi 
informasi kepada masyarakat luas sebagai pemenuhan hak publik. 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Desa Gagaksipat Kecamatan 
Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 
2.2 Pendekatan Penelitian 
Didalam sebuah penelitian perlu adanya pendekatan dan metode yang 
akan diterapkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini metode 
penelitian yang dipakai penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif komparatif.  
2.3 Sumber Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti, 
dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh 
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan 
bendahara desa. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data dari 
perangkat desa yang bersangkutan. 
2.4 Teknik Pengumpulan Data  




Menurut Herdiansyah (2013:31) wawancara adalah sebuah proses 
interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar 
ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan 
mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 
trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.  
b. Observasi 
Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis, dua 
diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 
Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan tujuan yang 
ingin dicapai (Herdiansyah 2013:132). 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:82) 
dalam setiawan (2015).Instrumen Penelitian  
2.5 Instrument Penelitian  
Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 
mempermudah metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan 2 alat bantu, yaitu:  
a. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan 
tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya 
berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti.  
b. Alat Perekam 
Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar 
peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tampa harus 
berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. 
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2.6 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model 
Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009:430). Aktivitas dalam analisis data 
model Miles dan Huberman, yaitu: 
a. Reduksi data 
b. Penyajian data 
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1 Analisis Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Gagaksipat 
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat bahwa 
pemerintah Desa Gagaksipat pada tahap perencanaan telah sesui dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang 
perencanaan pengelolaan keuangan desa. berikut adalah analisis penulis 
dengan indikator perencanaan pengelolaan keuangan Desa Gagaksipat 
berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: 
Tabel 1 
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Perencanaan di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 
Sekretaris desa menyusun Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDes 
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
 
 
Sekretaris desa menyampaikan 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes kepada Kepala Desa. 
 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Badan Permusyawaratan Desa 
untuk dibahas dan disepakati bersama. 
Sekretaris Desa dibantu oleh 
perangkat desa yang berkompeten 
dalam bidang perencanaan 
Raperdes. 
 
Sekretaris Desa sudah 
menyampaikan Raperdes tentang 
APBDes kepada Kepala Desa 
 
Peran BPD menyepakati Raperdes 
















Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan wawancara, diolah. 
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Tabel 1 (Lanjutan) 
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Perencanaan di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes disepakati bersama paling 
lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes yang telah disepakati bersama 
disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 
untuk dievaluasi. 
Raperdes tentang APBDes 
disepakati Bulan November. 
 
 
Raperdes tentang APBDes 
disampaikan kepada 







Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan wawancara, diolah. 
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan indikator perencanaan di Desa 
Gagaksipat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya 
terdapat ketidaksesuaian pada Raperdes tentang APBDes yang disepakati 
pada Bulan November sedangkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dijelaskan bahwa Raperdes tentang APBDes disepakati bersama paling 
lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
1.2 Analisis Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Gagaksipat 
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
Dalam hal ini secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan di 
Desa Gagaksipat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan dengan 
rekening desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh sekretaris desa. Untuk 
mengetahui apakah penerapan pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat 
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berikut adalah 
analisis penulis dengan indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa 






Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 
Semua penerimaan dan pengeluaran 
desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui 
rekening kas desa. 
 
Semua penerimaan dan pengeluaran 
desa harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah. 
 
 
Pemerintah desa dilarang melakukan 
pungutan sebagai penerimaan desa 
selain yang ditetapkan dalam peraturan 
desa. 
 
Bendahara dapat menyimpan uang 
dalam Kas Desa dalam jumlah tertentu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan 
operasional pemerintah desa. 
 
Pengeluaran desa yang mengakibatkan 
beban APBDes tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan peraturan desa 
tentang APBDes ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 
 
Penggunaan biaya tak terduga terlebih 
dahulu harus dibuat Rincian Anggaran 
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala 
Desa. 
 
Bendahara Desa sebagai wajib  pungut 
pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas Negara 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Terkait penerimaan dan 
pengeluaran desa, di Desa 
Gagaksipat sudah menggunakan 
rekening kas desa. 
 
Setiap penerimaan dan pengeluaran 
di Desa Gagaksipat telah disertai 
dengan bukti-bukti pendukung yang 
sah. 
 
Pemerintah Desa Gagaksipat tidak 
melakukan pungutan selain yang 
ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
 
 
Bendahara desa menyimpan uang 




Di Desa Gagaksipat tidk pernah 
terjadi pengeluaran sebelum 









Bendahara Desa Gagaksipat selalu 
memungut pajak penghasilan (PPh) 
dan pajak lainnya, kemudian 






































Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan Wawancara, diolah. 
Berdasarkan tabel 2 di atas pelaksanaan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 dengan indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di 
Desa Gagaksipat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa di Desa Gagaksipat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014. Dalam hal ini pemerintah Desa Gagaksipat tidak pernah melakukan 
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pungutan selain yang telah ditetapkan pada Perdes, dan belum pernah 
menganggarkan dan menggunakan biaya tak terduga karena blm pernah 
terjadi bencana alam.  
1.3 Analisis Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa 
Gagaksipat Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 
Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang 
khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Secara teknis penatausahaan 
keuangan desa berdasarka Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dilakukan 
oleh Bendahara desa. Untuk mengetahui apakah penerapan pengelolaan 
keuangan di Desa Gagaksipat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 berikut adalah analisis penulis dengan indikator penatausahaan 
pengelolaan keuangan Desa Gagaksipat berdasarkan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014: 
Tabel 3 
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Penatausahaan di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 




Bendahara Desa wajib melakukan 
pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup buku 
setiap akhir bulan secara tertib. 
 
Bendahara desa wajib 




disampaikan setiap bulan kepada Kepala 
Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 
Penatausahaan keuangan di Desa 
Gagaksipat dilakukan oleh 
Bendahara Desa 
 
Bendahara Desa melakukan 
pencatatan disetiap penerimaan dan 
pengeluaran dan melakukan tutup 
buku di akhir bulan. 
 
Bendahara Desa di Desa Gagaksipat 
telah melakukan 




dilaporkan setiap 3 bulan sekali 
kepada Kepala Desa dengan disertai 

















Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan Wawancara, diolah. 
Berdasarkan tabel 3 pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 indikator penatausahaan di Desa Gagaksipat menunjukkan bahwa 
penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gagaksipat hanya terjadi 
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ketidaksesuaian pada pelaporan laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara 
desa kepada Kepala desa yang dilaporkan 3 bulan sekali sedangkan pada 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa laporan 
pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa dan 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
1.4 Analisis Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Gagaksipat 
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis telah diatur dalam 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 37 dimana Kepala desa 
menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui 
camat berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes 
palimg lambat bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir 
tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Untuk 
mengetahui apakah penerapan pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat 
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berikut adalah 
analisis penulis dengan indikator pelaporan pengelolaan keuangan Desa 
Gagaksipat berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: 
Tabel 4 
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Pelaporan di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 
Kepala Desa menyampaikan Laporan 
Realisasi Pelaksanaan APBDes 
semester pertama dan semester akhir 
tahun kepada Bupati/Walikota melalui 
camat. 
 
Laporan Realisasi Pelaksanaan 
APBDes semester pertama 
disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Juli tahun berjalan. 
 
Laporan semester akhir tahun 
disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya. 
Kepala Desa Gagaksipat Setiap 
Semester dan akhir tahun telah 
menyampaikan laporan realisasinya. 
 
 
Kepala Desa Gagaksipat 
menyampaikan laporan realisasi 
semester pertama pada bulan Juli . 
 
Laporan semester akhir telah 














Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan Wawancara, diolah. 
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Pada tahap pelaporan berdasarkan tabel 4 pelaksanaan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 indikator pelaporan di Desa Gagaksipat secara 
keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 
1.5 Analisis Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa 
Gagaksipat Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satu 
pelaksanaanya adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap 
akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selain 
dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDes baik secara tertulis maupun media lain yang 
mudah diakses masyarakat luas. Untuk mengetahui apakah penerapan 
pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat sudah sesuai dengan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 berikut adalah analisis penulis dengan indikator 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Gagaksipat berdasarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: 
Tabel 5 
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Pertanggungjawaban di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 
Kepala desa menyampaikan Laporan 
realisasi Pelaksanaan PBDesa kepada 




Laporan Realisasi Pelaksanaan 
APBDes terdiri dari pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 
 
Laporan realisasi dan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDes diinformasikan kepada 
masyarakat secara tertulis dan dengan 
media informasi yang mudah diakses 
oleh masyarakat. 
Kepala Desa Gagaksipat telah 
menyampaikan Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBDes kepada 
Bupati/Walikota pada khir bulan 
Desember. 
 
Laporan Realisasi Pelaksanaan 
APBDes di Desa Gagaksipat telah 
mencakup pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 
Diinformasikan kepada masyarakat 
melalui BPD, belum ada media 















Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan Wawancara, diolah. 
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Tabel 5 (Lanjutan) 
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan Indikator Pertanggungjawaban di Desa Gagaksipat 
 
Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Gagaksipat Ket. 
Media informasi untuk 
menginformasikan laporan realisasi 
dan laporan pertanggungjawaban 
APBDes antara lain papan 
pengumuman, radio komunitas, dan 
media informasi lainnya.   
 
Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan 
format laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksnaan APBDes, dan 
format Laporan Kekayaan Milik Desa 
per 31 Desember tahun berkenaan. 
 
Belum ada Media Informasi di Desa 
Gagaksipat Kepala Desa baru 





Perdes tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APBDes hanya dilampiri 
format laporan pertanggungjawaban 











Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan Wawancara, diolah. 
Dari tabel 5 diatas pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
dengan indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pada pemerintah Desa Gagaksipat 
masih banyak yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 yaitu diantaranya peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes 
yang seharusnya dilengkapi dengan format laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksnaan APBDes, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 
31 Desember tahun berkenaan di Desa Gagaksipat belum dilampiri dengan 
format Laporan Kekayaan Milik Desa. Selain itu terjadi ketidaksesuaian pada 
penginformasian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APBDes 
kepada masyarakat luas, di Desa Gagaksipat pertanggungjawaban kepada 
masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Belum ada media yang 
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat telah 
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya saja terdapat 
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ketidaksesuaian pada penyusunan Raperdes tentang APBDes yang seharusnya 
paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya, di Desa Gagaksipat disusun 
pada bulan November tahun sebelumnya. Maka berdasarkan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 perencanaan di Desa gagaksipat dapat dikatakan 
accountable. Tahap pelaksanaan di Desa Gagaksipat telah sesuai dengan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 maka berdasarkan Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 pelaksanaan di Desa gagaksipat dapat dikatakan 
accountable.  
Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa 
Gagaksipat sudah sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya 
saja terdapat ketidaksesuaian pada pertanggungjawaban kepada kepala desa 
yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan 
berikutnya. Di Desa Gagaksipat disampaikan setiap 3 bulan sekali. Maka 
berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 penatausahaan pengelolan 
keuangan di Desa Gagaksipat sudah dapat dikatakan accountable. Tahap 
pelaporan di Desa Gagaksipat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 maka sudah dikatakan accountable. Tahap pertanggungjawaban 
di Desa Gagaksipat terdapat banyak ketidaksesuaian diantaranya pada laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APBDes belum dilampiri dengan 
format kekayaan milik desa dan laporan pertanggungjawaban juga belum 
dipublikasikan kepada masyarakat luas. Maka tahap pertanggungjawaban di 
Desa Gagaksipat belum dapat dikatakan accountable. 
4.2 Saran 
1. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat membahas masing-masing 
komponen pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam dan membahas 
nominal keuangan desa. 
2. Saran bagi pemerintah Desa Gagaksipat 
a. Pemerintah Desa Gagaksipat harus lebih tepat waktu dalam penetapan 
Raperdes tentang APBDesa, untuk tahun kedepannya agar tepat waktu dan 
tidak melebihi bulan Oktober tahun berjalan. 
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b. Bendahara Desa Gagaksipat diharapkan dapat tepat waktu dalam 
penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa. 
c. Pemerintah Desa Gagaksipat harus menginformasikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat 
luas secara tertulis dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. 
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